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Andi Reza Pahlevi (B 111 12 388) Bagian Hukum Pidana Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin : Efektivitas Penerapan Sanksi Mengenai 
Larangan Parkir Dibahu Jalan Di Kota Makassar di bawah bimbingan 
H.M.Said Karim selaku pembimbing I dan Abd.Asis pembimbing II. 
Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas penerapan sanksi berupa pidana dan mengetahui upaya aparat 
penegak hukum dalam penerapan sanksi berupa pidana atau denda 
sebagaimana diatur dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Juncto Peraturan daerah nomor 64 Tahun 
2011 terhadap larangan parkir dibahu jalan. 
Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan 
Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polres Makassar dan 
Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
Dari hasil penelitain yang dilakukan, menunjukkan bahwa : 1. 
Efektifitas penerapan sanksi larangan parkir dibahu jalan Kota Makassar 
belum berjalan secara optimal atau dengan kata lain efektifitas sanksinya 
yang berupa pidana denda masih kurang efektif sebagaimana yang 
diharapkan. Ringannya sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera 
terhadap pelanggar mengingat pidana denda tersebut masih dapat 
dibayarkan oleh pihak ketiga; 2. Bahwa pengawasan aparat penegak 
hukum maupun instansi terkait tentang larangan parkir dibahu jalan belum 
maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya terjadi pelanggaran 
disebabkan masih kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum 
dan juga disebabkan oleh kultur hukum masyarakat kita yang masih 
kurang sadar akan pentingnya hukum untuk ditaati; 3. Peran aparat 
kepolisian polrestabes Makassar dalam menanggulangi pelanggaran 
larangan parkir dibahu jalan Kota Makassar adalah upaya preventif 
(pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif yaitu 
penyuluhan, pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan penyebaran 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan 
serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikatakan 
sebagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun 
ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.  
  Negara Indonesia adalah negara hukum,  hal itu telah tercantum 
dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum bekerja dengan 
memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan 
apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi 
pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk 
ditaati, Akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang 
melanggar peraturan sehinga mengakibatkan gangguan keamanan dan 
ketertiban umum.  
 Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
Sebuah tindakan disebut sebagai perbuatan hukum jika mempunyai akibat 
yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh 
negara. Hukum itu sendiri adalah aturan yang secara resmi telah disahkan 
oleh pemerintah melalui lembaga atau instansi hukum. 
 
 
  Salah satu bentuk Pelanggaran ketertiban umum yaitu 
pelanggaran parkir liar dibahu jalan, pelanggaran ini sangat sering ditemui 
terutama di Kota-kota besar seperti Kota Makassar yang merupakan ibu 
kota dari provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi pusat perdagangan dan 
jasa, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan 
penumpang, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang 
memiliki ketersediaan lahan parkir yang minim, serta Kota Makassar yang 
merupakan sebagai kota bisnis dan juga sebagai salah satu tujuan objek 
wisata dan pendidikan di Indonesia bagian timur, maka dari itu banyak 
orang datang untuk menempuh pendidikan maupun mencari pekerjaan di 
Kota Makassar, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh 
kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, akibat dari keramaian ini 
kemacetan lalu lintas sering terjadi disepanjang jalan utama Kota 
Makassar, belum lagi bahu jalan-jalan utama yang sering dijadikan 
sebagai tempat parkir liar dikarenakan jumlah kendaraan yang melebihi 
kapasitas dari lahan parkir yang tersedia. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2011 Tentang 
Penetapan Bahu Jalan Andi Pangeran Pettarani, Bahu Jalan Sultan 
Alauddin, Bahu Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Bahu Jalan Dr. Sam 
Ratulangi dan Bahu Jalan Jendral Ahmad Yani Sebagai Kawasan Bebas 
Parkir Kota Makassar (selanjutnya disingkat Perda No. 64 Tahun 2011). 
Bahu jalan tersebut ditetapkan sebagai kawasan bebas parkir karena 
merupakan jalan-jalan utama di Kota Makassar yang menjadi titik-titik 
 
 
rawan akan kemacetan sehingga pemerintah Kota Makassar menerapkan 
peraturan kepada pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraannya di 
bahu jalan tersebut. Adapun sanksi terhadap pelanggaran parkir liar 
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 287 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa sanksi pidana 
atau denda. 
Perda No. 64 Tahun 2011 telah diberlakukan selama 5 (tahun), 
tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan 
yang di parkirkan dibahu jalan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani 
masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya penegak hukum dalam 
menjalankan peraturan daerah tersebut, dan masih rendahnya sanksi 
sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar. 
Hukum dan sanksi dapat diibaratkan sebuah mata uang logam, 
dimana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain bila suatu 
norma hukum tidak memiliki sanksi maka normanya dikategorikan sebagai 
norma moral. Dalam Hukum, sanksi sangat penting untuk 
mengefektifitaskan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai 
suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk 
memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.  
Oleh karena hal tersebut Penulis terdorong untuk melakukan 
penelitian yang mendalam mengenai efektifitas sanksi bagi pelanggar 




B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian tersebut , maka ada beberapa hal yang 
menjadi rumusan masalah, yaitu: 
1. Bagaimana efektifitas sanksi berupa pidana atau denda 
sebagaimana diatur dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Juncto Peraturan daerah 
Nomor 64 Tahun 2011 terhadap larangan parkir dibahu jalan Kota 
Makassar ? 
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam penerapan 
sanksi berupa pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 
287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Juncto Peraturan daerah Nomor 64 Tahun 2011 terhadap 
larangan parkir dibahu jalan kota Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
 Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Efektifitas penerapan sanksi berupa pidana atau 
denda sebagaimana diatur dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Juncto Peraturan 




2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penerapan 
sanksi berupa pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 
287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Juncto Peraturan daerah nomor 64 Tahun 2011 terhadap 
larangan parkir dibahu jalan 
 
D. Manfaat Penelitian  
 Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai 
berikut: 
1. Memberikan wawasan khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi 
para mahasiswa hukum mengenai efektifitas sanksi pidana 
terhadap pelanggaran parkir dibahu jalan. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.  
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan 
bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dalam bidang 










A. Efektifitas  
1. Pengertian Efektifitas 
Efektifitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil, ditaati. Efektifitas berasal dari kata Efektif, menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, kata Efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau 
dapat membawa hasil. Jadi, efektifitas adalah keaktifan, daya guna, 
adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan 
tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan 
pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan 
pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara 
keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan 
efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai 
itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. 
Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 
prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang 
dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 
tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin 
mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Sejalan dengan 
pendapat tersebut, Abdurahmat mengemukakan efektifitas adalah 
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 
 
 
yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 
pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektifitas 
berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, 
ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan 
keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan 
derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang 
dicapai. 
Aspek-aspek efektifitas berdasarkan pendapat Muasaroh, 
efektifitas dapat dijelaskan bahwa efektifitas suatu program dapat dilihat 
dari aspek-aspek antara lain: 1 
1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektifitas jika 
melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program 
pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat 
dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik;  
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau 
program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika 
seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program 
dikatakan Efektif;  
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektifitas suatu program juga 
dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat 
dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek 
ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru 
maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini 
dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah 
berlaku secara Efektif; dan  
                                                          
1  http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektifitas-dan-landasan.html. diakses 
pada 12 maret 2016, waktu 14.57 WITA. 
 
 
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan 
Efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program 
tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari 
prestasi yang dicapai oleh peserta didik. 
Beberapa pendapat para Ahli mengenai Efektifitas: 2  
a. Pengertian Efektifitas menurut Effendy (1989) 
“Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang 
direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang 
ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989:14). 
Efektifitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator 
efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana 
suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. 
 
b. Pengertian Efektifitas menurut Susanto, 
“Efektifitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau 
tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 
1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektifitas bisa 
diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang 
telah direncanakan sebelumnya secara matang. 
 
c. Pengertian Efektifitas menurut Agung Kurniawan dalam bukunya 
Transformasi Pelayanan Publik, 
“Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 
(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi 
atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan 
diantara pelaksanaannya” . 
                                                          
2 http://definisi.org/pengertian-efektifitas-menurut-para-ahli.diakses pada tanggal 12 maret 
2016, waktu 13.57 WITA 
 
 
 Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut 
diatas, maka Penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari  
efektifitas adalah pencapaian dari tujuan tersebut, maksudnya sesuatu 
dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat 
tercapai sesuai rencana awal dan menimbulkan efek perubahan ke arah 
yang diinginkan. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan 
tujuan pencapaian awal dengan hasil setelah rencana tersebut dijalankan, 
apabila tujuan pencapaian dibandingkan dengan hasil rencana telah 
dicapai maka  hal tersebut dapat dikatakan efektif, namun apabila tujuan 
awal tidak sesuai dengan hasil maka dapat dikatakan hal tersebut tidak 
efektif. 
2. Efektifitas Hukum  
Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam 
hukum dengan pelaksanaanya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat 
kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.3 Hukum yang 
dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam 
masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa 
dijalankan (unworkable), atau bahkan atas hal tertentu terbit 
pembangkangan sipil. 
                                                          
3 Eko Purnomo,2014,Efektivitas penerapan sanksi peraturan daerah nomor  21 tahun 2001 




Jika berbicara mengenai efektivitas suatu perundang-undangan 
maka tidak lepas dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan 
terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut secara umum antara lain yaitu:4 
1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum 
dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum 
itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk 
undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk 
memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-
undang tersebut. 
 
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, 
perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan 
baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu 
dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan 
interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.  
 
3. Sosialaisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa 
semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap 
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. 
Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, 
mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan 
substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan 
secara optimal. 
 
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 
seyogianya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) 
lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat 
mengharuskan (mandatur)  
 
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus 
dipandankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. 
Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan 
tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain 
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6. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh undang-
undang lalu lintas dan angkutan jalan yara yang berlaku di 
Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandaingkan dengan 
penghasilan Indonesia. Sanksi jutaan rupiah untuk pengemudi 
kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau 
pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksakan oleh 
mereka. Sebaliknya sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis 
kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan 
segan untuk melakukan kejahatan tersebut. 
 
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan 
sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh 
karenanya memungkinkan untuk di peroses dalam setiap tahapan 
(penyelidikan,penyidikan,penuntutan,dan penghukuman). Membuat 
suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap 
tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil 
untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses 
hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal 
sebagai ‘sihir’ atau ‘tenung’, adalah mustahil untuk efektif dan 
dibuktikan. 
 
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 
relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang 
yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut, aturan hukum 
yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan 
mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang yang 
diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma 
agama, norma adat istidat atau kebiasaan dan lain-lainya. Aturan 
hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih 
tidak efektif. 
 
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak 
hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; 
mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakkan 
hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan (penggunaan 
penalaran hukum, interprestasi dan kontruksi), dan penerapannya 
terhadap suatu konkret. 
 
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkannya adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang 
 
 
minimal dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum 
sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak 
memungkinkan  efektifitas hukum akan terwujud secara optmla, jika 
masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat.   
 
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :5 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum  
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku dan diterapkan  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektivitas penegak hukum. Pada elemen pertama, yang 
menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau 
tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. 
Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana Efektifitas dari hukum, 
maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, ‘sejauh mana aturan 
hukum itu ditaati atau tidak ditaati.6 Apabila sebagian responden atau 
sebagian target dari aturan tersebut menaati aturan yang telah ditetapkan 
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maka dapat dikatakan aturan tersebut Efektif. Seseorang menaati aturan 
atau tidak suatu aturan tergantung pada kepentingannya, ada beberapa 
macam kepentingan yang diantaranya yang bersifat compliance, 
identification, internalization. Ketiga macam kepentingan tersebut 
merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman 
dalam buku Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan 
(judicialprudence) yang telah dipermudah oleh Prof.Dr.Achmad Ali, 
S.H.,M.H sebagai berikut : 7 
a. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan 
ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus 
menerus. 
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati 
aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan 
pihak lain menjadi rusak. 
c. Ketaatan bersifat Internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu 
aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai 
dengan nilai-nilai interinsik yang dianutnya. 
Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut dan melihat realitasnya, 
dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena 
salah satu jenis saja misalnya taat karena Complication akan tetapi ada 
juga seseorang yang menaati aturan dengan hanya dua bahkan ketiga 
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jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai-
nilai interinsik, juga ia dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga 
hubungan baiknya dengan pihak lain. 
L. Pospisil (1971), menjelaskan lebih lanjut tentang ketaatan yang 
bersifat Internalization: 8  
“internalisasi aturan perilaku tidak berarti bahwa aturan tersebut 
selalu dipertahankan dalam perilaku aktual. Ada situasi di mana 
individu baik melanggar aturan di mendadak, tanpa banyak berpikir, 
atau dia sadar kompromi keyakinan moral bagi suatu segera, dan 
kuat reward cukup.” 
 
Selanjutnya setelah melihat pendapat dari H. C. Kelman dan L. 
Pospisil mengenai jenis-jenis ketaatan maka tidak dapat sekedar 
menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau Perundang-
undangan sebagai bukti Efektifnya aturan tersebut akan tetapi dilihat dari 
seberapa banyak masyarakat patuh akan peraturan dengan ketaatan 
yang bersifat ‘Compliance’ atau ‘identification’ saja berarti walaupun 
banyak masyarakat patuh tapi kualitas Efektifnya masih rendah, akan 
tetapi banyaknya masyarakat yang patuh atau taat akan peraturan dengan 
sifat ‘Internalization’ maka semakin tinggi kualitas Efektifnya aturan hukum 
atau Perundang-undangan itu. 
Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa seseorang taat apabila 
ia bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk 
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hukum, sebagaimana dipahaminya. Dengan mengutip pendapat Feest 
(johannes feest), Friedman menyatakan, bahwa 9: 
“Kepatuhan, dengan kata lain, mengetahui kesesuaian dengan 
norma atau perintah, contoh yang disengaja perilaku hukum yang 
membungkuk ke arah perbuatan hukum yang ditimbulkan itu. 
Kepatuhan dan penyimpangan adalah dua kutub kontinum. 
Perilaku hukum di tengah, jenis penting bisa disebut penggelapan. 
perilaku mengelak menggagalkan tujuan dari tindakan hukum, tapi 
jatuh pendek dari ketidakpatuhan atau, sebagai kasus mungkin, 
kesalahan hukum "  
 
Atas dasar hal-hal yang dinyatakan oleh friedman di atas, maka 
kaitannya dengan pengaruh hukum, sikap tindak atau perilaku yang 
dihasilkan dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), 
ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance), dan pengelakan (evasion). 
Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan 
pengelakan sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan 
atau suruhan. 
Apabila yang dikaji adalah Efektifitas Perundang-undangan, maka 
dapat dikatakan bahwa tentang Efektifnya suatu Perundang-undangan, 
banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain: 10  
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) Perundang-undangan; 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup Perundang-undangan di 
dalam masyarakatnya; 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu Perundang-undangan, yang tidak 
boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan 
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(sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep 
legislation  (Undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk 
dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
 
Pada umumnya, faktor yang banyak  mempengaruhi Efektifitas 
suatu Perundang-undangan adalah  profesional dan optimal pelaksanaan 
peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam 
menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 
menegakkan Perundang-undangan tersebut. Akan tetapi seseorang 
menaati suatu peraturan Perundang-undangan adalah terpenuhinya suatu 
kepentingannya (interest) oleh Perundang-undangan tersebut. 
Bekerjanya Perundang-undangan dapat ditinjau dari dua 
perspektif:11 
a. Perspektif organisatoris, yang memandang Perundang-undangan 
sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. 
b. Perspektif Individu, atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada 
segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh 
Perundang-undangan. 
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Definisi Pidana  
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat 
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diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melakukan suatu tindak pidana. 
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa 
orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang 
telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam 
hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). 
Berikut ini beberapa pengertian Pidana menurut para ahli:12 
a. Pengertian Pidana Menurut Van Hamel: pidana adalah suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum 
bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan 
oleh negara. 
 
b. Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu 
penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan 
dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 
putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
c. Pengertian Pidana Menurut Sudarto: Pidana adalah penderitaan 
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
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d. Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi 
atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 
ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 
e. Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich: Pidana adalah suatu 
penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang 
dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran. 
f. Pengertian Pidana Menurut Alf Ross: Pidana adalah tanggung 
jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; 
b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama 
perintah hukum terhadap pelanggar hukum.  
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan 
tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah 
berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang 
disebut terpidana.13 Pidana sebenarnya merupakan akibat dari peristiwa 
pidana atau tindak pidana. Menurut simons tindak pidana adalah suatu 
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.14   
Istilah yang berbeda yang dikemukakan oleh Moeljatno yaitu 
perbuatan pidana ,Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 
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(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut.15 
R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan 
atau memveri definisi yang tepat perihal tindak pidana atau peristiwa 
pidana, namun beliau menarik suatu defenisi yang menyatakan bahwa, 
peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan 
Perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman.16 
 
Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan 
yang dapat dikenakan hukuman pidana, suatu peristiwa hukum dapat 
dinyatakan dsebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur 
pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari: 17 
a. Objektif, yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan 
hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang 
dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian 
objektif di sini adalah tindakannya. 
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak 
dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan 
adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). 
Sementara itu menurut Moeljatno menyatakan  unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut :18 
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
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b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
Undang-undang; 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum); 
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan; 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 
Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan sehingga dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana meliputi kemampuan bertanggungjawab, 
adanya kesalahan dalam arti luas (dolus: kesengajaan dan culpa: 
kealpaan) tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga 
menimbulkan hal yang dipidananya pembuat tindak pidana. 
 Berdasarkan penjelasan mengenai pidana dan tindak pidana belum 
lengkap apabila belum dijelaskan juga mengenai hukum pidana. Kata-kata 
hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu 
pengertian, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu rumusan yang 
ada dikatakan sebagai sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. 
 Sebagai contoh yang dikemukakan di sini rumusan mengenai 
pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh profesor doktor 
W.L.G.Lemaire yang berbunyi antara lain sebagai berikut:19   
“hukum pidana terdiri dari standar-standar yang mengandung 
perintah dan larangan, dan yang (legislator) dan hukuman penalti, 
yaitu sakit tertentu, telah dikaitkan. Satu Oleh karena itu dapat 
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dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah standar yang 
menentukan tindakan (atau tidak melakukan tindakan apa yang 
diperlukan) dan di bawah apa yang omstandingheden hukuman 
yang tepat merespon dan yang ada hukuman ini”  
 
Berdasarkan rumusan mengenai hukum pidana menurut professor 
Lemaire di atas lebih mengarah pada rumusan pidana materil sedangkan 
selain pidana materil kita mengenal juga apa yang disebut hukum pidana 
Formal ataupun yang sering disebut dengan hukum acara pidana. 
Menurut Soedarto, hukum pidana dapat dipandang dari sudut 
dogmatik yang meliputi tiga permasalahan pokok yakni:20 
1. Perbuatan yang dilarang; 
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; 
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. 
Pandangan Soedarto di atas tidak jauh berbeda dengan 
pandangan Wilhem Sauer yang kemudian dikenal dengan Trias Sauer 
menyatakan bahwa terdapat tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, 
yakni:21  
1. Sifat melawan hukum (Unrech) 
2. Kesalahan (Schuld); dan 
3. Pidana (straf). 
Tiga masalah ini merupakan masalah pokok dalam hukum pidana. 
Pembicaraan tentang hukum pidana baik secara tegas atau tidak, pasti 
membicarakan salah satu atau ketiga masalah tersebut. Dengan 
                                                          




perkataan lain pembicaraan pokok dalam hukum pidana berkisar tentang 
perbuatan yang dilarang/tindak pidana, kesalahan atau pertanggung 
jawaban dalam hukum pidana dan tentang pidana. 
 Dalam pandangan Fungsional, hukum pidana juga dapat 
dipandang dari tiga fase yaitu:22 
1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) 
dalam pembentukan Undang-undang. Fase ini disebut dengan 
kebijakan Perundang-undangan atau kebijakan legislatif/kebijakan 
romulatif atau Penetapan perbuatan yang dilarang secara 
abstrakto. 
 
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atau 
perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut. Fase ini 
disebut dengan tahap konkretisasi hukum oleh hakim/kebijakan 
penegakan hukum/penetapan sanksi secara inkonkreto. 
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya, oleh 
lembaga pemasyarakatan) terhadap orang yang telah dijatuhi 
pidana tersebut. Tahap ini menyangkut pelaksanaan putusan hakim 
oleh aparat eksekusi. 
Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan 
sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat 
berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan 
perampasan terhadap harta benda terpidana, dan seterusnya. Dengan 
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kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan 
yang bersifat khusus (punishment/bijzondere leed).23 
 Profesor Mr. W.F.C. van Hattum telah merumuskan hukum pidana 
positif sebagai berikut:24 
“perakitan prinsip-prinsip dan aturan yang Negara atau 
rechtsgemeeschap publik lainnya berikut, sejauh ia penegak hukum 
publik, melarang ketidakadilan dan persyaratan nya untuk pelaku 
melakukan sebuah sangat menderita sebagai hukuman”. 
Rumusan mengenai hukum pidana positif menurut profesor Van 
Hattum, yang beliau  sadur dari rumusan mengenai hukum pidana positif 
menurut profesor van hattum diatas, ternyata kurang lengkap, karena 
hukum pidana positif atau yang disebut sebagai strafrecht in objective zin 
itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan 
peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan sanksi-sanksi 
dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari 
syarat-syarat bagi hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan 
pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan 
dari hukumannya itu sendiri.25 
 Karena demikian sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai 
hukum pidana yang dapat berlaku secara umum, maka profesor W.P.J. 
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24 P.A.F. Lamintang dan Theojunior Lamintang ,Opcit,hlm 2 
25P.A.F. Lamintang dan Theojunior Lamintang,2014,Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar 
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Pompe telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai 
hukum pidana dengan mengatakan:26 
“hukum pidana, dan hukum konstitusi, hukum perdata dan area lain 
dari hukum, biasanya diambil secara keseluruhan, lebih atau 
kurang umum, beton omstandingheden abstrak, aturan”. 
Berdasarkan rumusan mengenai hukum pidana menurut profesor 
Pompe yang mengatakan hukum pidana itu sama saja dengan hukum 
negara, perdata dan lain-lain akan tetapi hukum pidana memiliki  ruang 
lingkup berlakunya hukum pidana tersebut. 
Menurut Simons hukum pidana adalah kesemuanya perintah-
perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang 
diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak 
menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat 
bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan 
(menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.27  
 
2. Pemidanaan 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada 
umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan 
sebagai penghukuman. 
Pidana merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan bagi 
pelanggar Undang-undang, yang dimaksud dengan penderitaan dalam hal 
ini telah tercantum Pasal 10 KUHP. Jenis pidana yang terdapat dalam 
Pasal 10 KUHP terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 
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A. Pidana pokok terdiri dari: 
1. Pidana Mati; 
2. Pidana Penjara; 
3. Pidana kurungan; 
4. Pidana Denda. 
 
B. Pidana Tambahan terdiri dari: 
1. Pidana Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Pidana Perampasan barang-barang tertentu; 
3. Pidana Pengunguman keputusan hakim. 
 
Jenis pidana ini juga berlaku bagi delik-delik diluar kodifikasi atau 
diluar KUHP kecuali Undang-undang ditentukan lain berdasarkan Pasal 
103 KUHP.  
Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L. 
Packer yang menyatakan: 
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat sekarang 
maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana; 
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, 
yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar serta 
untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; 
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau 
yang terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang 
utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila 
digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia 
 
 
merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan 
dan secara paksa.28 
 
Pidana denda, dalam sejarahnya, telah digunakan dalam hukum 
pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis 
menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran 
uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut 
menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang 
memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap 
mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan 
darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap 
kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh 
pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan 
popularitas hukuman dalam bentuk uang.29 
Selain pelaku kejahatan, pidana denda juga berlaku bagi pelaku 
tindak pelanggaran  sebagai sanksi hukuman bagi pelanggar untuk 
memberikan efek jera bagi pelanggar.  
Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok 
yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan 
teori gabungan.30 
a. Teori Pembalasan 
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30 Erdianto Effendi,2014,Hukum Pengantar Indonesia (suatu pengantar),PT Refika 
Aditama,Bandung, Hlm 141 
 
 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang 
telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel 
Kant yang mengatakan “Fiat justitia” (walaupun besok dunia kiamat, 
namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant 
mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain 
adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan 
kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada 
hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. 
Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan 
karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. 
 Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam 
yaitu : 
1. Teori pembalasan yang Objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus 
dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau 
kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan 
oleh si pembuat kejahatan. 
2. Teori pembalasan Subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. 
Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus 
mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang 
besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat 
kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 
 
 
b. Teori Tujuan  
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu  untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan 
terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk 
masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van 
Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman 
pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana 
kepada si penjahat. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda dengan teori 
pembalasan. Apabila teori pembalasan lebih menekankan pada perbuatan 
kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat kejahatan agar mendapatkan 
balasan dari tindakannya, sedangkan teori tujuan lebih menekankan pada 
mendidik orang yang telah berbuat kejahatan agar menjadi baik kembali. 
Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu : 
1. Untuk menakuti; 
Teori dari Anselm Van Reurbach, hukuman itu harus diberikan 
sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan 
kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus 
diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan 
siksaan. 
2. Untuk memperbaiki; 
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si 
terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna 
 
 
bagi masyarakat dan tidak melanggar pula peraturan hukum 
(speciale prevensi/pencegahan khusus). 
3. Untuk melindungi; 
Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-
perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk 
sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat 
orang itu (generale prevensi/pencegahan umum). 
Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan 
umum. Di antara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang 
bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi 
ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku 
yang ditangkap harus dijadikan contoh dengan pidana sedemikian rupa 
sehingga orang menjadi taubat karenanya. 
Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan  menggunakan  
pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana 
adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah 
dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. 
 
c. Teori Gabungan  
Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan 
kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut 
sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar 
pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk 
 
 
masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya 
pemidanaan harus dapat memberi kepuasaan bagi hakim, penjahat itu 
sendiri maupun kepada masyarakat. 
 
C. Upaya penanggulangan kejahatan menurut teori 
 Secara teori penanggulangan kejahatan atau pelanggaran terdiri 
atas tiga bagian pokok yaitu:31 
1. Upaya Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri sesorang. Meskipun ada kepastian untuk 
melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejaahatan. Jadi 
dala usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini, berasal dari teori NKK yaitu: 
niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam 
pada saat lampu lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan 
berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada 
saat itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak 
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negara seperti Singapura, Sidney, dan kota besar lainnya. Jadi 
dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Upaya preventif  
Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalma upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Contoh : 
ada orang yang ingin mencuri disebuah rumah yang ditinggalkan 
penghuninya akan tetapi kesempatan itu menjadi hilang karena 
rumah tersebut memiliki penjagaan satpam dan tidak terjadi 
kejahatan. Jadi dalam upaya preventif, kesempatan ditutup. 
3. Upaya represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang 
tindakannnya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan atau pelanggaran, maka 
secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari 
pemberian reaksi terhadap kejahatan atau pelanggaran dan pelaku pada 
hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha 
penanggulangan kejahatan atau pelanggaran tersebut. 
 
 
Menurut Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatah atau 
pelangaran dapat ditempuh dengan cara :32 
a) Criminal Apllication : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya: penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya 
b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana)  
Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku 
kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman 
atau shock therapy kepada masyarakat 
c) Influencing views of society on crime and punishment (media 
massa mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan 
dan pemidanaan lewat media massa) 
Contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentnag bagaimana delik itu dan ancaman 
hukumannya  
Upaya pencegahan kejahatan atau pelanggaran menjadi suatu 
upaya untuk menciptakan kondisi tertentu yang bebas dari tindakan 
kejahatan dan pelanggaran. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan 
secara luas dan sempit. Dalam arti luas, maka pemerintah beserta 
masyarakat memiliki peran penting. Bagi pemerintah adalah keseluruhan 
kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan 
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resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari 
masyarakat, kunci dan strategis pemerintah dala menanggulangi 
kejahatan atau pelanggaran meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi 
nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di 
antara golongan besar penduduk. Dalam arti sempit lembaga yang 
bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan atau pelanggaran 
adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki 
oleh polisi telah  mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh 
polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana 
danprasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan. Oleh karena 
itu,peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan atau 
pelanggaran menjadi hal yang sangat diharapkan. 
 
D. Peraturan Perundang-undangan Pasal 287 ayat 1 UU LLAJ juncto  
Peraturan Daerah Nomor 64 tahun 2011 Tentang Penetapan Bahu 
Jalan Andi Pangeran Pettarani, Bahu Jalan Sultan Alauddin, Bahu 
Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Bahu Jalan Dr. Sam Ratulangi dan 
Bahu Jalan Jendral Ahmad Yani Sebagai Kawasan Bebas Parkir Kota 
Makassar. 
Legislasi atau Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan 
oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum 
disahkan, Undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-undang. 
Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk 
 
 
mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk 
menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk 
membatasi sesuatu. 
Suatu Undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan 
legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya Presiden), dan 
selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering 
kali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga 
ditolak. 
Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi 
utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. 
Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi 
disebut sebagai legislator (pembuat Undang-undang), sedangkan badan 
yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan 
legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam 
batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum Perundang-
undangan.  
Salah satu Undang-undang yang telah dibuat adalah Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, 
yang dijalankan oleh instansi kepolisian dalam menertibkan keamanan 
bagi masyarakat. Yang menjadi fokus Penulis dalam Undang-undang ini 
terdapat pada Pasal 287 ayat (1) mengenai pelanggaran aturan perintah 
atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan juga sanksi 
bagi pelanggar Pasal tersebut.  
 
 
 Berdasarkan masalah yang telah diangkat oleh Penulis yaitu 
Efektifitas sanksi bagi pelanggar parkir di bahu jalan yang terdapat di 
dalam Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ memerlukan penerjemahan lebih lanjut 
untuk diterapkan karena di setiap daerah tidak semua bahu jalan dilarang 
untuk parkir maka penting kiranya pemerintah setempat untuk membuat 
peraturan daerah untuk memperkuat pasal tersebut.  
 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 
dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui 
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 
Keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, maka dibuatlah Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
Peraturan dibentuk berdasarkan asas pembentukan Perundang-
undangan yang terdapat pada Pasal 137 Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah: 
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. Dapat diselesaikan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
 
 
f. Kejelasan rumusan dan; 
g. Keterbukaan.    
Berdasarkan Pasal 138 materi muatan pada peraturan daerah 
mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, 
kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian 
hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. 
Peraturan daerah yang dibuat dalam rangka pengawasan 
pengendalian dan penertiban parkir liar dibahu jalan yakni “Peraturan 
Daerah kota Makassar Nomor 64 tahun 2011 Tentang Penetapan Bahu 
Jalan Andi Pangeran Pettarani, Bahu Jalan Sultan Alauddin, Bahu Jalan 
Jendral Urip Sumoharjo, Bahu Jalan Dr. Sam Ratulangi dan Bahu Jalan 
Jendral Ahmad Yani sebagai kawasan bebas parkir kota makassar. 
Peraturan daerah ini meliputi ruang lingkup pengaturan dan larangan yang 
dimana ketentuan pidana yang digunakan yaitu Pasal 287 UU LLAJ. Pasal 
yang tercantum dalam Peraturan Daerah kota Makassar yaitu : 
Pasal 1 
(1) Menetapkan bahu jalan A.P. Pettarani, bahu jalan Sultan Alauddin, 
bahu jalan jendral urip Sumoharjo, bahu jalan Dr. Sam ratulangi 
dan bahu jalan Jendral Ahmad Yani sebagai kawasan bebas parkir 
dengan terlebih dahulu menetapkan rambu peringatan, rambu 
larangan dan perintah, rambu petunjuk serta alat pemberi isyarat 
sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
 
(2) Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dilarang parki 
pada 5 (lima) bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
 
(3) Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kendaraan bermotor: 
1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 
2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) 
3. Busdan/truck. 





Penggunaan/pemanfaatan bahu jalan yang ditetapkan sebagai 
kawasan bebas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(1), hanya dapat digunakan/dimanfaatkan secara insedentil oleh 
masyarakat, instansi pemerintah/swasta setelah terlebih dahulu 
mendapat izin/rekomendasi dari instansi kepolisian sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 3 
(1) Pengawasan dan pembinaan kawasan bebas parkir sebagaimana 
dimaksud Pasal 1, dilakukan oleh kepolisian Kota Makassar dan 
Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
(2) ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kawasan bebas parkir 
pada bahu jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih 
lanjut dengan keputusan walikota Makassar. 
Pasal 4 




Sanksi yang terdapat dalam Pasal 287 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
            Pasal 287 
(1)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan 
dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (4) huruf a atau marka marka jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 





















A. Lokasi Penelitian  
 Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat 
pada penulisan skripsi ini, penelitian tentang Efektivitas Penerapan Sanksi  
Mengenai Larangan Parkir dibahu Jalan dilaksanakan di daerah Kota 
Makassar, dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan lokasi 
penelitian representatif karena secara kuantitas jumlah pemilik kendaraan 
bermotor di Kota Makassar tergolong sangat tinggi dan tempat parkir 
belum memadai, sehingga memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran 
parkir. Selain itu agar Penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang 
objektif dan berkaitan dengan objek  penelitian, sesuai dengan tujuan 
Penulisan skripsi yaitu untuk meneliti dan mengamati Efektifitas 
pelaksanaan sanksi berupa pidana atau denda dari pelanggaran parkir 
dibahu jalan, maupun faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak 
hukum dalam menanggulangi tindak pidana larangan parkir di Kota 
Maakassar. 
Untuk penelitian lapangan, penulis memilih lokasi di Pengadilan 
Negeri Makassar, Perusahaan daerah Parkir Kota Makassar, Polres 
Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Instansi-instansi 






B. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan dalam 2 
(dua) jenis data yaitu: 
1. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung 
dari responden di lapangan atau lokasi penelitian. Responden yang 
dimaksud yakni wawancara dengan pihak kepolisian dan  pihak 
Dinas Perhubungan yang pernah menindak para pelanggar parkir 
dibahu jalan Kota Makassar. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka 
berupa buku, dokumen, peraturan Perundang-undangan, majalah, 
karya ilmiah, surat kabar, internet dan lain-lain yang berhubungan 
dengan objek penelitian. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta 
menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan 
karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek 
penelitian. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 





C. Teknik Pengumpulan Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan cara sebagai berikut: 
1. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan 
kepada para responden mengenai perkara tindak pidana dan 
sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 UU No.22 Tahun 
2009 yang terjadi di Kota Makassar. 
2. Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu 
mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan objek 
penelitian. 
D. Analisis Data  
 Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian yang 
dianalisis secara kualitatif didukung oleh data kuantitatif, kemudian 
disajikan dengan deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan 
menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Efektivitas penerapan sanksi mengenai larangan parkir dibahu 
jalan Kota Makassar 
Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai 
karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan 
memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. 
Disamping itu, sanksi juga merupakan penilaian pribadi seseorang yang 
memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan 
pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan 
konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti 
jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum 
dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya tergantung pada 
tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.  
Efektif tidaknya suatu sanksi juga tergantung pada karakteristik 
orang yang dijatuhi sanksi dan menyangkut jumlah orang yang pernah 
dijatuhi sanksi. Asumsinya adalah semakin sedikit orang yang dijatuhi 
sanksi berarti semakin sedikit juga tindak pidana yang dilakukan dan 
semakin tinggi pula efektivitas sanksi yang diterapkan. Selain itu, 
efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggar tiap 
periodenya apakah menunjukkan peningkatan atau mengalami 
penurunan, hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara meningkat 
maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif. 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Asis33 mengenai sanksi 
terhadap pelanggaran parkir dibahu jalan Kota Makassar, Dinas 
Perhubungan pada awal-awal berlakunya peraturan ini telah melakukan 
beberapa kebijakan berupa sanksi untuk menanggulangi pelanggaran 
parkir dibahu jalan sebagai tahap awal Dinas Perhubungan melakukan 
sosialisasi selama 1 (satu) tahun kemudian beberapa tindakan berupa 
sanksi dilakukan apabila setelah sosialisasi masih terdapat pelanggar 
sanksi pertama yang diberikan cuman sebatas teguran lisan dan 
memberikan surat teguran kepada pelanggar akan tetapi sanksi tersebut 
belum efektif sehingga dinas perhubungan memberikan sanksi berupa 
pengempesan ban kendaraan pelanggar, sama halnya dengan kebijakan 
pertama sanksi pengempesan masih kurang efektif sehingga dinas 
perhubungan melakukan sanksi yang lebih tegas yaitu penilangan dan 
penggembokan kendaraan, dimana kendaraan boleh diambil apabila 
sanksi tilang telah dibayar. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Dinas 
perhubungan merupakan hal yang positif dan memberikan pembelajaran 
secara bertahap kepada masyarakat akan tetapi dengan kultur 
masyarakat kita tindakan ataupun sanksi tersebut tidak efektif untuk 
menanggulangi pelanggaran ini.  
Apabila ditinjau dari segi efektivitas maka pidana denda menjadi 
kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana kurungan, jika ditinjau 
dari segi efek jera terhadap pelanggar. Hal ini diakibatkan karena pidana 
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denda dapat dibayarkan oleh orang lain sedangkan pidana kurungan tidak 
mungkin digantikan oleh orang lain, selain itu pelanggar juga dapat 
mengumpulkan uang dari mana saja untuk membayar denda tersebut 
sehingga efek jera terhadap sanksi berupa denda tidak berjalan efektif. 
Dalam hukum pidana, apabila efektivitas sanksi harus 
diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep 
rancangan KUHP, maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila :34 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman kepada masyarakat  
2. Memasyarakatkan terpidana dalam mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana 
Pelaksanaan hukum yang tidak diawasi akan menimbulkan 
kecendrungan kepada orang-orang tertentu untuk melakukan 
pelanggaran, walaupun resiko tertangkap tetap ada. Mereke itu adalah 
orang-orang berani menyerempet bahaya yang suka berspekulasi. Dilain 
pihak, ada orang-orang yang tidak berani mengambil resiko apabila 
ketentuannya dilaksanakan dengan tegas dan pasti. Dengan demikian 
yang menjadi pokok masalah adalah kesungguhan atau realitas dari 
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penerapan sanksi. Suatu sanksi yang tidak sungguh-sungguh dijatuhkan 
atau bersifat tidak pasti efektifitasnya akan berkurang dimasyarakat.  
Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis telah melakukan 
wawancara dengan seseorang berinisial Baco (nama samaran)35 tentang 
alasan mengapa beliau memarkir kendaraannya di bahu jalan dan apakah 
beliau tidak takut akan sanksi denda yang berlaku, “beliau mengatakan 
memiliki kepentingan di tempat tersebut sehingga memarkir kendaraannya 
dibahu jalan, lagian polisi juga tidak ada jadi kenapa mesti takut” Hal ini 
berkaitan dengan teori oleh Prof.Dr.Achmad Ali,SH.,MH. Mengenai 
ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu 
aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi dan karena terdapat aparat 
penegak hukum di tempat tersebut. 
Bagaimanapun bentuk ancaman sanksi pidana dan denda yang 
diberikan, apabila hanya tercantum diatas kertas maka tidak akan 
memberikan dampak yang berarti. Efek dari suatu sanksi yang hanya 
bersifat formal untuk mengendalikan pelanggaran hampir tidak ada, efek 
tersebut justru akan dirasakan apabila ancaman sanksi tersebut benar-
benar diterapkan. Dalam hal efektifnya suatu peraturan maka penegak 
hukum harus benar-benar optimal dalam menjalankan peraturan tersebut. 
Efektivitas penerapan sanksi mengenai larangan parkir dibahu jalan 
merupakan masalah empiris, oleh karena setiap orang memiliki persepsi 
sendiri mengenai sanksi-sanksi tersebut disebabkan kedudukan sosial 
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ekonomi sangat berpengaruh terhadap sanksi yang masih berupa denda, 
masyarakat dengan ekonomi tinggi tidak akan terlalu terpengaruh dengan 
sanksi ratusan ribu, sedangkan bagi masyarakat ber-ekonomi rendah 
tentu saja denda di atas nominal ratusan di rasa sangat berat. 
Penerapan sanksi larangan parkir dibahu jalan yang telah atur 
dalam pasal 287 UU LLAJ juncto Perda Nomor 64 Tahun 2011 sangat 
diperlukan sebagai suatu upaya optimalisasi penggunaan jaringan jalan 
dengan melarang penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir 
kendaraan khusunya pada jalan arteri primer guna menjamin keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan 
oleh karena itu ditetapkan peraturan walikota Makassar tentang 
penetapan bahu jalan A.P Petterani, bahu jalan Sultan Alauddin dan 
Jenderal Urip Sumoharjo, bahu jalan DR. Sam Ratulangi dan bahu jalan 
Jenderal Ahmad Yani sebagai kawasan bebas parkir Kota Makassar. 
Menurut Syahrul36 salah satu faktor penyebab pentingnya 
peraturan ini untuk ditegakkan pada zaman sekarang ekonomi 
masyarakat kita semakin meningkat, jika dibandingkan dengan keadaan 
pada Tahun 1990-an dimana kendaraan masih menjadi kebutuhan tersier 
bagi masyarakat, sedangkan sekarang kendaraan telah menjadi 
kebutuhan primer bagi masyarakat, hampir setiap keluarga memiliki 
kendaraan bahkan hingga lebih dari 1 (satu). Keadaan ini yang membuat 
pertumbuhan kendaraan semakin meningkat yang tidak dibarengi dengan 
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perluasan jalan atau peningkatan yang mengakibatkan pada jam-jam 
tertentu sering terjadi kemacetan karena kepadatan arus lalu lintas oleh 
kendaraan, belum lagi dengan banyaknya kendaraan yang parkir di bahu 
jalan semakin membuat parah kemacetan. Jika terlalu lama dibiarkan 
tentu saja hal ini akan berdampak serius terhadap lalu lintas Kota 
Makassar .Penerapan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera tentu 
saja merupakan solusi yang sangat memunkinkan untuk menyelesaikan 
masalah tersebut. 
Sanksi larangan parkir dibahu jalan Kota Makassar yang terdapat 
dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
pada Pasal 287 ayat (1) : 
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
rambu lalu lintas sebagaimana dimakasud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf 
(a) atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) 
huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda 
paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Syahrul37 dalam penerapan 
sanksi Pihak kepolisian lebih mendahulukan pidana denda bukan pidana 
kurungan. Kepolisian biasanya akan menerapkan denda maksimal kepada 
pelanggar dalam surat tilang yaitu denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah), subsidair 10 (sepuluh) hari  kurungan, dan dalam putusan hakim 
                                                          




yang telah dieksekusi oleh kepolisian biasanya berupa denda 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah). Putusan pidana tersebut  membuat sanksi terasa ringan dan tidak 
memberikan efek jera terhadap pelanggar sehingga membentuk pikiran 
sosial bagaimana hukum itu digunakan, masyarakat pun tidak peka 
terhadap aturan itu sendiri. Jadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi 
hal yang sama kedepannya. Hukuman ringan juga membuat semangat 
pihak yang berwajib menjadi kendor dan tidak maksimal dalam 
menjalankan peraturan larangan parkir dibahu jalan Kota Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim yang 
melakukan persidangan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri 
Makassar yaitu Hakim Imam Supriyadi menurutnya ada beberapa hal 
yang mempengaruhi besar kecilnya jumlah denda yang dikenakan 
terhadap pelanggar yaitu :38 
a. jenis pelanggaran yang dilakukan 
b. Hakim melihat latar belakang ekonomi pelanggar 
c. Kehadiran terdakwa dalam persidangan 
Jika pelanggar tidak mengikuti persidangan yang telah ditentukan 
pada surat tilang, maka hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi yang 
lebih berat dari pada pelanggar yang mengikuti persidangan. Bagi 
pelanggar yang telah mengikuti sidang dan telah di jatuhi vonis oleh hakim 
maka pelanggar akan membayar denda yang sesuai dengan vonis 
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kepada panitera sidang, panitera sidang akan menyerahkan kepada staf 
bagian tilang. 
Dibawah ini dapat kita lihat data perkara tindak pidana larangan 
parkir dibahu jalan Kota Makassar dari instansi-instansi terkait penegakan 
peraturan ini : 
Tabel 1. Perkara tindak pidana pelanggaran larangan parkir dibahu 
jalan Kota Makassar oleh Polres Makassar 
SUMBER: POLRES MAKASSAR DATA PRIMER JANUARI 2013 - MARET 2016 
Tabel diatas menunjukkan dalam kurun empat tahun terakhir pada 
Tahun 2013 terjadi 113 pelanggaran, pada Tahun 2014 terjadi 278 
pelanggaran, pada Tahun 2015 jumlah pelanggaran meningkat 3 kali lipat 
dari Tahun 2013 menjadi 429 pelanggaran, pada Maret Tahun 2016 
terjadi 32 pelanggaran. Jumlah total pelanggar 852 larangan parkir dibahu 






1 2013 45 68 113 
2 2014 67 211 278 
3 2015 121 308 429 
4 Maret 2016 5 27 32 
TOTAL 238 614 852 
 
 
Tabel 2.  Perkara tindak pidana pelanggaran larangan parkir dibahu 
jalan Kota Makassar oleh Dinas Perhubungan Kota 
Makassar 
SUMBER: DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR DATA PRIMER 2014 – 2016 
Berdasarkan data di atas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 
pada Tahun 2014 jumlah pelanggar 1763, Tahun 2015 jumlah pelanggar 
1034, dan pada akhir Maret 2016  jumlah pelanggar 347, jumlah 
pelanggar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berjumlah 3144 pelanggar 
dari Dinas Perhubungan Kota Makassar. Jika dibandingkan dengan data 
dari Polrestabes Makassar, Dinas Perhubungan lebih maksimal dalam 
melakukan penertiban hal ini ditunjukkan dari perbedaan jumlah pelanggar 
yang telah di data baik dari Dinas Perhubungan sendiri dan Polrestabes 
Makassar, ini karena swipping yang dilakukan oleh Dinas perhubungan 
kadang tidak bekerja sama dengan Polrestabes Makassar karena 
perbedaan jadwal kegiatan swipping, kurangnya koordinasi antara dua 
instansi dan juga dinas perhubungan dalam menjatuhkan sanksi berupa 
surat teguran dan juga pengempesan ban kendaraan tidak melalui proses 
penilangan, sehingga jumlahnya terpaut jauh, akan tetapi efektifnya sanksi 




2014 659 1104 1763 
2 2015 478 556 1034 
3 Maret 2016 97 250 347 
TOTAL 1234 1910 3144 
 
 
yang diberikan oleh dinas perhubungan belum bisa dikatakan efektif 
karena kebanyakan pelanggar merupakan pelanggar-pelanggar yang 
sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh dinas perhubungan. Hal ini 
disebabkan sanksi yang diberikan dinas perhubungan merupakan sanksi 
yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelanggar  
seperti sanksi  teguran ataupun surat teguran. 
Dalam penerapan sanksi berupa pidana denda memiliki Kelemahan  
yang secara inherent terkandung di dalam pidana denda itu sendiri. 
Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah  
a. bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh 
pihak ketiga sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara 
langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa 
akibat tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si 
pembuat tindak pidana agar menjadi anggota  masyarakat yang 
berguna, serta mendidik si pembuat tindak pidana untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidakkah dengan 
demikian si pembuat tindak pidana akan berulang-kali berbuat 
tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atautingkah laku 
sebagai pembuat  tindak pidana), sebagai ia merasa bahwa 
pertanggungjawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau 
pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai 
uang untuk membayar denda atau tidak ada barang yang dapat 
dilelang, bukankah tindak pidana lain yang baru lagi akan lahir 
 
 
untuk mendapatkan uang pembayaran denda. Ini berarti tindak 
pidana yang stau melahirkan tindak pidana yang baru dan keadaan 
ini dapat berlanjut seterusnya.  
b. Kelemahan yang lain juga bahwa pidana denda juga dapat 
membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak 
ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang 
yang dialokasikan bagi pembayaran pidana denda yang dijatuhkan 
pada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan 
pelanggaran parkir akan menciutkan anggaran rumah tangga yang 
bersangkutan.  
c. Disamping itu bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi 
orang-orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu 
maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau 
masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis 
pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan. 
d. Bahwa terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang 
denda oleh jaksa selaku eksekutor terutama bagi terpidana yang 
tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara. Di satu pihak dapat 
diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-
undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan 
wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang 
yang disita, dan kalau barang yang disita tidak ada baru diterapkan 
pidana pengganti denda. Akan tetapi di lain pihak, dengan melihat 
 
 
kondisi di Indonesia di mana masyarakat atau rakyatnya mayoritas 
masih hidup di dalam taraf di bawah sejahtera materiil atau 
berkemampuan finansial, mungkinkah dapat memenuhi denda 
yang harus dibayar.  
Di samping kelemahan-kelemahan pidana denda, di sisi lain pidana 
denda juga mempunyai keuntungan keuntungan, yaitu : 
a. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan 
tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk 
menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. 
Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang 
pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau 
lingkungan kenalan mereka. 
b. Keuntungan yang lain pidana denda tidak menimbulkan stigma 
atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat 
ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan. 
c. Di samping itu dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan 
mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan 
hukumnya lebih mudah dan murah.  
Untuk melihat efektifnya suatu sanksi hukum, ada baiknya juga 
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan 
hukum. Dari hasil wawancara Penulis dengan beberapa pihak terkait, 
adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran 
parkir dibahu jalan : 
 
 
1. Faktor Penegak Hukum 
Penegak hukum dalam menerapkan peraturan ini masih bersikap 
acuh, seolah-olah tidak mengetahui peraturan ini, sebagai contoh 
pada waktu Penulis dalam proses penelitian di lapangan sempat 
melihat polisi lewat menggunakan motor di jalan A.Pangeran 
Petterani yang merupakan jalan dilarang parkir dibahu jalan 
kebetulan saat lewat ada beberapa kendaraan yang parkir dibahu 
jalan akan tetapi polisi tersebut tidak menghiraukan pelanggar itu. 
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan 
sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada 
timbul masalah.  
2. Faktor Masyarakat 
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum untuk di 
taati, kebanyakan masyarakat lebih mementingkan kepentingan 
pribadi dibanding dengan kepentingan umum. 
3. Kurangnya fasilitas lahan Parkir 
Masih kurangnya lahan parkir merupakan penyebab banyaknya 
terjadi pelanggaran parkir dibahu jalan, kebanyakan pertokoan 
maupun kantor-kantor yang minim akan lahan parkir dan hampir 
semua pegawai maupun pengunjung membawa kendaraan pribadi 
sehingga jumlah kendaraan menumpuk sehingga lahan parkir tidak 




4. Adanya juru parkir liar  
Menurut syafrullah salah satu penyebab terjadinya pelanggaran 
parkir yaitu banyaknya juru parkir liar yang melakukan pembiaran 
kendaraan untuk parkir dibahu jalan, juru parkir liar yaitu juru parkir 
yang tidak memiliki rekomendasi dari Perusahaan Daerah Parkir 
(PD Parkir) Kota Makassar. Juru parkir yang merupakan 
rekomendasi ataupun yang dibawahi oleh PD Parkir telah diberikan 
pelatihan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku jadi dengan 
adanya juru parkir legal sebenarnya akan membuat pelanggaran 
parkir dibahu jalan semakin minim karena apabila ada  kendaraan 
yang parkir dibahu jalan, juru parkir berkewajiban untuk menegur 
pelanggar tersebut. 
Efektivitas larangan parkir dibahu jalan ini masih perlu untuk 
dimaksimalkan salah satunya dalam hal kerja sama yang baik antar 
instansi sangat diperlukan untuk menuntaskan masalah larangan parkir 
dibahu jalan karena sampai saat ini disepanjang lima ruas jalan Kota 
Makassar masih banyak kendaraan yang parkir disepanjang bahu jalan.  
 
B.  Upaya aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi terhadap 
larangan parkir dibahu jalan Kota Makassar 
Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindaki oleh aparat 
penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak 
 
 
asasi setiap warga negaranya. Peranan penegak hukum sangat 
menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena 
sebaik apapun aturan hukum yang di buat bila kualitas penegak 
hukumnya jelek maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum 
tersebut. 
Pelanggaran yang memiliki dampak yang cukup luas terhadap 
pengguna jalan seperti halnya larangan parkir di bahu jalan yang 
mengakibatkan kemacetan bahkan kecelakaan, perlu mendapat perhatian 
yang lebih serius dari aparat-aparat penegak hukum yang terkait. Dalam 
hal ini yaitu Kepolisian Resor Kota Besar (polrestabes) Makassar dan 
Dinas perhubungan Makassar juga pihak ketiga perusahaan Daerah 
Parkir Kota Makassar sebagai Mitra bagi Dinas perhubungan sangat 
berperan penting untuk memperlancar arus kendaraan dan meminimalisir 
kemacetan pada jam-jam tertentu dan masyarakat dapat memahami serta 
merasakan dampak positif tentang laranganparkir di bahu jalan. 
 Dari hasil penelitian dan wawancara penulis di dapatkan informasi 
dalam menanggulangi pelanggaran larangan parkir dibahu jalan Kota 
Makassar dari beberapa instansi terkait yaitu : 
1. Polisi reseskrim Kota Makassar 
Menurut syahrul39 dalam penanggulangan larangan parkir dibahu jalan 
Kota Makassar pihak kepolisian telah melakukan beberapa untuk 
                                                          
39 Wawancara Iptu Syahrul Humas Lalu Lintas Polres Kota Makassar, 25 mei 2016 pukul 10:00 
 
 
menanggulangi pelanggaran parkir yang mengakibatkan kemacetan di 
Kota Makassar baik tindakan preventif dan represif,  
Upaya preventif yang dilakukan sebagai berikut : 
a. sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa maupun 
media elektronik  
b. pemasangan spanduk-spanduk yang ditempatkan di daerah 
larangan parkir di bahu jalan,  
c. sosialisasi kesekolah-sekolah mengenai Undang-Undang Nomor 
22 tahun 2009 tentang LLAJ dan juga soialisasi kepada angkutan 
umum tentang rambu-rambu lalu lintas .  
Jika tindakan preventif tidak berhasil maka tindakan represif 
punakan  dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa teguran lisan atau 
pun penilangan. 
2. Dinas Perhubungan Kota Makassar 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Asis dijelaskan bahwa40 
upaya-upaya dari dinas perhubungan tentang larangan parkir di bahu 
jalan yaitu : 
a. Sosialisasi 
Apabila suatu aturan atau perundang-undangan telah ditempatkan 
dalam lembaran negara maka setiap orang dianggap telah mengetahui 
aturan tersebut. Jadi jika seseorang melanggar aturan, dia tidak dapat 
berdalih tidak mengetahui aturan tersebut. Berdasarkan dari pernyataan 
                                                          
40 Wawancara Abdul Asis Humas Dishub Kota Makassar, 30 mei 2016 pukul 10;00 
 
 
ini pentingnya tahap penyuluhan atau sosialiasi suatu peraturan kepada 
masyarakat secara berkala agar semua masyarakat mengetahui akan 
peraturan tersebut. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas 
Perhubungan agar masyarakat tahu tentang adanya larangan parkir di 
bahu jalan yaitu melakukan prapenindakan berupa pemasangan stiker 
bagi kendaraan yang parkir di bahu jalan dan pemasangan  rambu-rambu 
khusus larangan parkir di sepanjang bahu jalan. 
b. Pengawasan 
Pihak dinas perhubungan untuk mengawal peraturan ini 
memberikan tugas kepada anggota-anggota untuk mengawasi ditiap-tiap 
jalan dan daerah-daerah yang dilarang untuk parkir agar masyarakat tidak 
memarkirkan kendaraannya.  
c. Penindakan  
Upaya terakhir apabila masih terjadi pelanggaran ini kami akan 
langsung melakukan tindakan berupa pemberian sanksi diharapkan dapat 
memberikan efek jera kepada pelanggar, Sanksi-sanksi yang diberikan 
sudah sangat bervariatif dari sanksi yang berupa teguran, sanksi stiker, 
pengempesan ban, bahkan sanksi gembok dan penderekan, juga 
penilngan langsung dengan denda Rp.500.000.00,.(lima ratus ribu rupiah)  
3. Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar 
Dalam upaya penanggulangan pelanggaran larangan parkir dibahu 
jalan PD parkir sebagai instansi pihak ketiga bekerja sama dengan Dinas 
Perhubungan dengan melakukan upaya preventif, PD parkir membuat 
 
 
surat keterangan penilangan untuk diberikan kepada dishub untuk 
melakukan penilangan sebanyak 3000 surat, juga PD parkir melakukan 
pelatihan kepada juru parkir yang terdapat diruas-ruas jalan bebas parkir 























KESIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan 
skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Efektivitas penerapan sanksi larangan parkir dibahu jalan Kota 
Makassar belum berjalan secara optimal atau dengan kata lain 
efektifitas sanksinya yang berupa pidana denda masih kurang 
efektif sebagaimana diharapkan. Ringannya sanksi yang diberikan 
tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar mengingat pidana 
denda tersebut masih dapat dibayarkan oleh pihak ketiga. 
pengawasan aparat penegak hukum maupun instansi terkait 
tentang larangan parkir dibahu jalan belum maksimal. Hal ini 
terlihat masih banyaknya terjadi pelanggaran disebabkan masih 
kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum dan juga 
disebabkan oleh kultur hukum masyarakat kita yang masih kurang 
sadar akan pentingnya hukum untuk ditaati. 
2. Peran aparat kepolisian polrestabes Makassar dalam 
menanggulangi pelanggaran larangan parkir dibahu jalan Kota 
Makassar adalah upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif 
(penindakan). Upaya preventif yaitu penyuluhan, pemasangan 
 
 
spanduk,baliho,pamflet dan penyebaran brosur. Upaya represif 
yaitu penindakan dengan teguran maupun penilangan 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada para aparat penegak hukum agar lebih tegas 
dalam mengefektifkan penerapan larangan parkir dibahu jalan Kota 
Makassar dengan memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan 
yang terdapat pada peraturan tersebut sehingga memberikan efek 
jera bagi para pelaku pelanggaran tersebut. 
2. Untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota 
Makassar, diharapkan kepada aparat kepolisian menempatkan 
personilnya disegala sudut dan perempatan jalan di Kota Makassar 
supaya pengendara tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. 
3. Aparat penegak hukum sebaiknya menjatuhkan pidana yang dapat 
secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. 
4. Diharapkan kepada pemerintah agar memasukkann pelajaran 
berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar 
masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas.  
5. Untuk memperkuat sanksi hukum akan pelanggaran parkir bahu 
jalan Kota Makassar penting bagi pembuat undang-undang dengan 
pemerintahan Kota Makassar memmuat sanksi dalam peraturan 
daerah agar menjadi lebih efektif karena peraturan daerah lebih 
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